BAB V

PEMBAHASAN

A. Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang Di PT. Jalur
Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Plosokandang Tulungagung Dan Kalog
(Kereta Api Logistik) Tulungagung

1. Praktik Pembulatan Timbangan pada PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)
Cabang Plosokandang Tulungagung
Sebelum melakukan proses pengiriman barang, PT. Jalur Nugraha
Ekakurir (JNE) Cabang Plosokandang Tulungagung akan melewati tahap
dan prosedur penimbangan. PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang
Plosokandang Tulungagung memiliki ketentuan dalam melakukan sistem
timbangan, yaitu menggunakan sistem progresif dan sistem volumetrik.

a. Sistem progresif adalah sistem penghitungan yang didasarkan pada
ukuran berat suatu barang yang akan dikirimkan. Sehingga patokan
yang digunakan adalah apabila barang yang akan dikirimkan
memiliki berat 2,35 kg maka akan dibulatkan menjadi 3 kg, begitu
juga seterusnya.

Dengan menggunakan sistem progresif pihak JNE juga
memiliki kebijakan dalam penentuan tarif pengiriman, yakni tarif
akan ditentukan berdasarkan pada berat per kg-nya. Artinya apabila

berat barang masih 1.4 kg maka akan dibulatkan menjadi 2 kg, dan
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tarif akan ditentukan berdasarkan berat setelah dilakukan
pembulatan, yakni 2 kg. Sehingga tidak ada tarif untuk berat 1,4 kg.

b. Sedangkan sistem volumetrik adalah sistem penghitungan yang
didasarkan pada hitungan volume suatu barang. Hal ini dikarenakan
ukuran barat suatu barang yang akan dikirimkan tidak sesuai
dengan besarannya. Cara penghitungan berat volume yaitu dengan
memperhitungkan panjang, lebar dan tinggi suatu barang, dengan
rumus:

pxixt leg.

G000

JNE memberikan ketentuan terhadap sistem volumetrik, yakni
apabila hasil dari penghitungan menggunakan sistem tersebut
hasilnya melebihi 3 kg, maka proses, penghitunggan dan penentuan
tarifnya  menggunakan  sistem  volumetrik, dan apabila
penghitunganya kurang dari 3kg maka menggunakan sistem
progresif.

Dalam praktiknya, JNE Cabang Plosokandang tidak menggunakan
pembulatan dengan aturan pembulatan ke atas dalam sistem progresif,
seperti yang telah dijelaskan di atas. Dikarenakan proses penimbangan
yang dilakukan oleh JNE Cabang Plosokandang masih menggunakan
timbangan manual, sehingga memudahkan dalam melakukan pembulatan

yang sesuai dengan aturan-aturan pembulatan pada umumnya.
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Banyak minat konsumen yang mencari atau bahkan meminta pihak
JNE untuk menggunakan timbangan manual dalam proses penimbangan
barangnya. Karena hal ini juga dapat menguntungkan pihak konsumen,
utamanya dari tarif pengiriman yang harus dibayarnya. Selain itu
keuntungan yang diperoleh oleh JNE Cabang Plosokandang adalah
mendapatkan kepercayaan dan pelanggan dan kontribusi tetap dalam
bisnisnya.

Namun di sisi lain banyak konsumen yang juga melakukan
complain terhadap proses pembulatan yang dilakukan JNE dengan
menggunakan penghitungan volume. Artinya, apabila konsumen ingin
menggunakan sistem progresif terhadap barang yang akan dikirimkannya
yang memiliki berat kurang lebih 4 kg , namun pihak JNE mengharuskan
untuk menggunakan sistem penghitungan volume (volumetrik) dengan
alasan barang cukup besar, maka disinilah konsumen merasa dirugikan.
Hal yang membuat konsumen merasa sangat dirugikan karena tarif yang
ditetapkan oleh pihak JNE jauh berbeda antara sistem penghitungan yang
didasarkan pada penghitungan berat dengan sistem penghitungan yang
didasarkan dengan penghitungan volume.

Alasan-alasan yang selalu diberikan oleh pihak JNE terhadap
diberlakukannya sistem pembulatan tersebut adalah:

1 Memudahkan pihak JNE dalam menentukan tarif

2 Memudahkan konsumen dalam melakukan proses pembayaran
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3. Estimasi dana sebagian dialokasikan guna pengemasan barang

Dengan alasan-alasan yang demikian, menurut konsumen sangat
tidak bijak, karena masih ada sistem lain yang dapat digunakan tanpa
harus merugikan konsumen. Seperti halnya memberlakukan sistem
pembulatan timbangan beserta penentuan tarif per % kgnya. Sehingga
dapat memudahkan kedua belah pihak dalam melakukan transaksi baik
proses pemblatan timbangan, proses pembayaran dan lain sebagainya.

PT. Kereta Api Logistik (KALOG) Tulungagung

Kereta Api Logistik (KALOG) merupakan layanan distribusi
berbasis kereta api, dengan menawarkan jasa dalam pengiriman barang
dengan muatan yang cukup besar dengan menjaminkan proses hantaran
akan lebih cepat sampai tempat tujuan.

Seperti halnya PT. JNE Cabang Plosokandang, PT. Kereta Api
Logistik (KALOG) Tulungagung juga memiliki ketentuan dalam sistem
proses timbangan. Namun yang membedakan adalah PT. KALOG hanya
menerapkan sistem progresif. Arinya, dalam melakukan proses
menimbang PT. KALOG hanya didasarkan pada ukuran berat suatu
barang yang akan dikirimkan. Dengan patokan apabila barang yang akan
dikirimkan memiliki berat 2,7 kg maka akan dibulatkan menjadi 3 kg, dan
apabila barang memiliki berat 2,7kg maka akan dibulatkan menjadi 4 kg.

Proses pembulatan timbangan yang dilakukan oleh PT. Kereta Api

Logistik (KALOG) Tulungagung sudah sesuai dengan kaidah. Hal ini
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dinilai dari segi aturan-aturan pembulatan timbangan yang sudah
dirumuskan. Maksudnya, apabila angka di belakang koma (,) lebih besar
dari 5 maka pembulatan ditambah/digenapkan menjadi 10. Dan apabila
angka dibelakang koma (,) kurang dari 5 maka langsung dihilangkan.

PT. KALOG Tulungagung memiliki ketentuan dan kebijakan dalam
penentuan tarif terhadap jasa yang ditawarkannya. Hal ini lumrah
dilakukan, karena mayoritas perusahaan memiliki ketentuan dan
kebijakan masing-masing dalam mengelola perusahaannya, khususnya
terkait sistem keuangan. Oleh karenanya, hal-hal yang diperhatikan oleh
PT. Kereta Api Logistik (KALOG) Tulungagung dalam menentukan tarif
adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan berat.

Ukuran berat suatu barang yang akan dikirimkan dapat
menentukan nominal tarif yang harus dibayarkan oleh konsumen
kepada pihak jasa pengiriman barang.

b. Berdasarkan jarak tempuh.

Jauh dan dekatnya jarak yang akan dilalui dalam proses
pengiriman barang juga dapat mempengaruhi dalam penentuan
jumlah tarif yang akan dibayarkan konsumen kepada pihak
perusahaan.

Ketentuan yang mutlak yang diberlakukan oleh PT KALOG

Tulungagung adalah tarif ditentukan dengan minimal barang memiliki
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berat 10 kg. Artinya, apabila barang memiliki berat 1 kg — 10 kg, maka
tarif pengiriman akan dianggap sama. Dan apabila barang memiliki berat

melebihi 10 kg, maka akan berlaku tarif kelipatan per-Kgnya.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan Pada
Jasa Pengiriman Barang Di PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang
Plosokandang Tulungagung Dan Kalog (Kereta Api Logistik) Tulungagung

Melakukan bisnis diperbolehkan dalam Islam, bahkan sangat dianjurkan.
Karena pada zaman dahulu Rasulullah SAW dan para sahabatnya pun melakukan
bisnis yakni dengan berdagang. Dalam ruang lingkup hukum Islam, hal ini
termasuk ke dalam bidang muamalah. Sebagai muslim yang baik, dalam
melakukan bisnis harus mengikuti etika bisnis dalam Islam, yakni
mengedepankan nilai-nilai kejujuran, kepercayaan, tidak berlebihan, tidak
menunda kewajiban dan tidak menyulitkan dan merugikan orang lain. Hal ini
berlaku untuk semua jenis bisnis, salah satunya perusahaan yang menyediakan
jasa pengiriman barang seperti PT. JNE Cabang Tulungagung dan KALOG
Tulungagung.

Namun hingga kini masih banyak pelaku bisnis yang menjalankan
bisnisnya tidak sesuai dengan aturan yang disyairatkan dalam Islam. Banyak
pelaku bisnis yang melakukan kecurangan demi memperolah keuntungan semata,

tanpa memperdulikan pihak lain yang memperoleh kerugian.
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Dalam praktiknya banyak konsumen yang melakukan complain terhadap
sistem yang berlaku di perusahaan penyedia jasa pengiriman barang. Beberapa
konsumen pernah menjumpai terhadap kebijakan yang diberlakukan oleh
perusahan JNE. Perusahaan JNE memberlakukan sistem pembulatan terhadap
berat timbangan suatu barang yang akan dikirimkan. Dan proses pembulatan
tersebut diketahui tidak sesuai dengan aturan-aturan yang harus dianut dalam
melakukan proses pembulatan. Hal ini membuat banyak konsumen merasa
dirugikan terkait kebijakan yang diberlakukan pihak jasa pengiriman barang.

Kerugian yang dialami oleh pihak konsumen tersebut jika dianalisis dari
segi Figh Muamalah, maka pembulatan timbangan tersebut masih mengandung
unsur riba. Riba yang terjadi dalam pembulatan timbangan yang dimaksud adalah
saat timbangan memiliki berat 1,4 kg dan dibulatkan menjadi 5 kg, maka
kelebihan itulah yang disebut riba. Karena dari 4 ons menuju 10 ons masih
berjarak 6 ons, dan 6 ons merupakan jarak yang masih terbilang sangat jauh.

Praktik pembulatan timbangan jika dianalisis lebih mendalam berdasarkan
syarat-syarat melakukan timbangan yang disyariatkan oleh Islam adalah sebagai
berikut:

1. Memenuhi ukuran, dalam menimbang barang harus secara jujur dan tepat

sesuai dengan firman Allah:
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Artinya : “dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan
cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan
sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak
memikulkan  beban  kepada  seseorang  melainkan  sekedar
kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu
berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat (mu), dan penuhilah janji
Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu
ingat” (Q.S al-An’am 152)

Dilarang mempermainkan dan melakukan kecurangan dalam takaran.
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Artinya : “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu)
orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka
minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk

orang lain, mereka mengurangi.”
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Dari ayat diatas diterangkan bahwa, Islam sudah mengatur tentang
bagaimana praktik menimbang yang baik dan benar. Yaitu dengan tidak boleh
mengurangi ukuran dan kadar timbangan dalam bentuk hal apapun. Artinya hal
ini berkaitan dengan perintah menyempurnakan timbangan dan melarang untuk
mengurangi timbangan. Karena perbuatan mengurangi timbangan adalah
termasuk dalam kecurangan. disamping itu pembulatan dapat menimbulkan
ketidak adilan bagi salah satu pihak.

Dalam praktiknya memang benar jika di beberapa jasa pengiriman barang
telah memberlakukan sistem pembulatan timbangan seperti yang telah dijelaskan
di atas, namun JNE Plosokandang dan Kereta Api Logistik (KALOG)
Tulungagung masih menggunakan sistem pembulatan yang sesuai dengan aturan-
aturan pembulatan dan kaidah yang di syariatkan dalam Islam. Hasil pembulatan
yang dilakukan oleh ke dua perusahaan tersebut telah disampaikan kepada pihak
yang bersangkutan, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Ketentuan dan kebijakan dalam praktik pembulatan timbangan yang
diberlakukan oleh berbagai perusahaan pengiriman barang, semata-mata memang
untuk mendapatkan profit yang memuaskan bagi perusahaan. Namun bagi
konsumen, hal ini dapat mempengaruhi jumlah tarif yang harus dibayarnya
dengan mengikuti kebijakan yang ditentukan oleh pihak perusahaan.

Dalam penggunaan jasa pengiriman barang tak luput dari pemanfaatkan
tenaga seseorang dalam melakukan transaksi pengiriman barang dan melakukan

pembayaran. Jika dianalisis lebih mendalam menggunakan figh muamalah
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kaitannya dengan akad ijarah (upah mengupah), dari sisi rukun dan syarat ijarah

maka

1)

2)

3)

4)

1)

tidak ada penyimpangan yang mana sudah terpenuhi adanya:
Orang yang berakad

Orang yang berakad meliputi mu jir (orang yang diberi upah) dan
musta’jir (Orang yang menerima upah). Oleh karena itu yang
berkedudukan sebagai mu jir adalah pihak JNE dan musta jir adalah
konsumen. Kedua belah pihak disyaratkan telah baligh dan berakal.
Sehingga transaksi sah untuk dilakukan.

Shighat, yang terdiri dari ijab dan gabul.

Dalam transaksinya sudah menerapkan akad antara mu’jir dan
musta jir. Artinya, dengan adanya ijab dan gabul maka kedua belah telah
rela melakukan transaksi tersebut.

Ujrah (uang sewa atau upah)
Upah atau yang biasa disebut tarif, akan diberikan oleh konsumen
kepada pihak JNE secara cash di awal sebelum barang dikirim.
Barang yang menjadi objek
Barang merupakan hal utama yang harus ada. Karena barang
merupakan objek dalam terjadinya transaksi ini. barang dan jasa yang
diberikan harus barang halal dan memiliki manfaat.
Sedangkan syarat-syarat melakukan ijarah antara lain:
Para pihak yang berakad harus rela melakukan akad tersebut tanpa merasa

adanya paksaan dari pihak lain. Jika dalam melakukan proses pengiriman



91

barang apabila seseorang dipaksa untuk melakukan akad, atau yang

lainnya, maka dianggap tidak sah akadnya.

2) Kedua belah pihak harus mengetahui secara jelas tentang manfaat yang
diakadkan yang dilakukan, guna menghindari kesalah paham sehingga
tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Oleh karenanya, pihak hendaknya memperhatikan kaidah dan aturan yang
berlaku dalam masyarakat. Para pihak harusnya lebih transparan dalam
melakukan transaksi agar tidak timbul perselisihan dan kecurangan. Seperti
halnya yang di praktikan oleh PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Plosokandang
dan PT. KALOG dalam proses menimbang. Kedua perusahaan tersebut selalu
menyampaikan kepada konsumen, terkait hasil dari proses timbangan tersebut,

sehingga memungkinkan tidak adanya pihak yang merasa dirugikan.



